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ABSTRACT 

Public service is a crucial indicator for achieving effective, efficient, and accountable 

village governance. However, public service practices at the village level still face various 

challenges, including limited infrastructure, low information transparency, and public 

complaints regarding the speed and accuracy of administrative services. This study aims to 

analyze the quality of public services provided by the Kuapan Village government, Tambang 

District, Kampar Regency, in 2024. The study employed a quantitative approach with descriptive 

methods. Primary data were obtained through a Likert-scale questionnaire distributed to 60 

community respondents who had received services at the Kuapan Village Office, supported by 

observation and documentation. Data were analyzed using descriptive statistics using SPSS 

software to obtain an overview of the frequency distribution and percentage of respondents' 

responses. 

The results indicate that the quality of public services in Kuapan Village is categorized as 

quite good based on five dimensions of service quality: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, and empathy. Of the five dimensions of public service quality, the dimensions that 

most satisfied the Kuapan Village community were responsiveness, assurance, and empathy. 

However, weaknesses remain in information transparency, limited waiting rooms, and 

suboptimal utilization of infrastructure. In conclusion, public services in Kuapan Village have 

met most service quality indicators, but improvements are needed in terms of staff 

professionalism, facility provision, and service transparency to achieve higher quality public 

services. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pelayanan publik merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 

level desa, pelayanan publik memiliki peran 

strategis karena langsung bersentuhan 

dengan kepentingan warga. Desa bukan 

hanya menjadi unit administratif terkecil, 

tetapi juga ujung tombak penyelenggaraan 

pemerintahan yang menentukan tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu, kualitas pelayanan di desa 

menjadi indikator penting keberhasilan 

pembangunan pemerintahan lokal. 

Meskipun demikian, praktik pelayanan 

publik ditingkat desa sering kali menghadapi 

berbagai tantangan. Permasalahan umum 

yang muncul antara lain keterbatasan sarana 

dan prasarana, kapasitas aparatur yang 

belum merata, serta sistem pelayanan yang 

masih cendrung berbelit. Kondisi tersebut 

berdampak pada persepsi masyarakat 



terhadap kualitas layanan yang mereka 

terima. 

Pelayanan merupakan tugas utama yang 

hakiki dari aparatur desa sebagai tanggung 

jawabnya terhadap masyarakat. sebagai 

tanggung jawabnya kepada masyarakat 

mengandung pengertian bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya harus tetap berusaha 

melayani kepentingan masyarakat dan 

mempelancar segala urusan anggota 

masyarakat. untuk memenuhi tuntunan 

masyarakat, aparatur pemerintah diharapkan 

dapat memberikan pelayanan yang baik. 

 Menurut Goetsch dan David dalam (JK 

Kairupan, 2015) menyatakan bahwa 

pelayanan publik merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan 

pada saat terjadinya pelayanan publik 

tersebut. Pelayanan publik dapat dikatakan 

berkualitas jika sesuai dengan harapan atau 

keinginan penerima layanan, untuk dapat 

mengetahui apakah pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat 

sebagai pengguna layanan, maka kualitas 

pelayanan publik harus diukur dan dinilai 

oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Desa Kuapan yang terletak di Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar, merupakan 

salah satu desa yang tengah berkembang 

dengan jumlah penduduk terus meningkat 

serta tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan yang semakin kompleks. 

Pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah Desa Kuapan mencakup 

berbagai aspek, diantaranya, Pelayanan 

Administrasi Kependudukan seperti 

pembuatan dan pengurusan Kartu Keluarga 

(KK), pembuatan Surat Keterangan Izin 

Usaha dan Kartu Tanda Penduduk, 

Pelayanan surat keterangan dan legalisasi 

seperti surat pengantar untuk pengurusan 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK), dan Pelayanan lainnya.   

  Fenomena yang terjadi di Desa Kuapan, 

Kecamatan Tambang menunjukkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik masih 

menghadapi berbagai kendala. Terdapat 

beberapa permasalahan terkait dengan 

pelayanan publik yang diberikan oleh 

perangkat desa yang di dapatkan oleh 

penulis dari beberapa masyarakat. 

Berdasarkan observasi awal, ditemukan 

pelayanan publik di Desa Kuapan masih 

melakukan pelayanan dengan cara manual, 

data pelayanan publik kadang di bukukan 

kadang tidak (Data Masyarakat) seperti yang 

ditemukan di pelayanan publik Desa Kuapan 

yang hanya membukukan atau mendatakan 

tamu (masyarakat) yang memiliki keperluan 

di pelayanan publik. 

Selain itu, masih terdapat keluhan dari 

masyarakat mengenai proses pelayanan yang 

lambat dan kurang transparan, terutama 

dalam  pengurusan surat kependudukan, 

surat pernyataan, dan pelayanan administrasi 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip 

efektifitas dan efesien pelayanan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik belum sepenuhnya 

diterapkan. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dipaparkan, dapat ditarik rumusan 

masalah untuk penelitian ini yaitu 

“Bagaimana Tingkat Kualitas Pelayanan 

Publik Pemerintah Desa Kuapan Tahun 

2024?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Kualitas Pelayanan Publik  yang dilakukan 

Pemerintah Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang Tahun 2024. 

 

D. KERANGKA TEORI 

a. Kualitas Pelayanan 



  Menurut Tjiptono (2001) kualitas 

pelayanan merupakan faktor penting yang 

menentukan sejauh mana suatu layanan 

dianggap berhasil oleh masyarakat. Secara 

umum, kualitas pelayanan menggambarkan 

tingkat kesesuaian antara layanan yang 

diberikan dengan kebutuhan, harapan, dan 

standar yang diinginkan oleh masyarakat 

yang menerima layanan. Artinya, semakin 

sesuai layanan yang diberikan kepada 

masyarakat, semakin tinggi juga nilai 

terhadap kualitas layanan tersebut. 

  Menurut (Zeithaml, Berry dalam 

Adam 2015:11) mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan dapat diidentifikasikan 

melalui beberapa dimensi tertentu, seperti : 

bukti fisik (Tangible), kehandalan 

(Reliability), ketanggapan (Responsiviness), 

Jaminan (Assurancce), dan Empati 

(Empaty). Kelima dimensi ini memberikan 

gambaran menyeluruh tentang aspek yang 

perlu diperhatikan dalam menilai mutu 

pelayanan. Penjelasan dimensi-dimensi 

dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Tangibles, atau bukti fisik  

yaitu kemampuan suatu pemerintah 

dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada masyarakat. Dimensi ini 

berkaitan dengan aspek yang dapat 

dilihat oleh masyarakat, seperti 

kebersihan, kerapihan, serta 

kelengkapan sarana prasarana yang 

digunakan dalam pelayanan.  

2. Reliability, atau kehandalan   

Keandalan merujuk pada 

kemampuan aparatur desa dalam 

memberikan layanan sesuatu janji 

atau prosedur yang berlaku. Hal ini 

mencakup konsistensi, tepat waktu, 

dan keakuratan hasil pelayanan yang 

diterima masyarakat.  

3. Responsiveness, atau Ketanggapan 

Daya tanggap adalah kesinggapan 

perangkat desa untuk merespons 

kebutuhan warga, termasuk kemauan 

memberikan bantuan dan kecepatan 

menyelesaikan proses pelayanan. 

Dimensi ini menekankan pentingnya 

pelayanan yang cepat dan tidak 

berbelit. 

4. Assurance, atau jaminan dan 

kepastian  

Jaminan berkaitan dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan. 

Faktor utamanya adalah kompetensi, 

sikap sopan, serta profesionalisme 

aparatur, sehingga warga merasa 

aman dan percaya terhadap 

pelayanan yang diterima. 

5. Emphaty,  

Empati menekankan pada perhatian 

personal dari aparat desa kepada 

masyarakat. Dimensi ini tanmpak 

melalui sikap ramah, komunikasi 

yang baik, serta keadilan memhami 

kebutuhan dan khusus setiap warga. 

b. Pengertian Pelayanan Publik 

  Menurut Wasistiono dalam 

(Hardiyansyah, 2018) pelayanan publik 

dapat dipahami sebagai serangkaian aktifitas 

yang dilakukan pemerintah atau lembaga 

terkait untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kegiatan ini mencakup 

penyediaan barang, jasa, maupun layanan 

administratif yang dilaksanakan sesuai 

aturan hukum yang berlaku. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009, pelayanan publik merupakan bentuk 

tanggung jawab pemerintah dalam 

menyediakan layanan yang meliputi barang, 

jasa, dan administrasi kepada seluruh warga 

negara. Dengan kata lain, pelayanan publik 

adalah mekanisme resmi negara untuk 

memastikan hak masyarakat terhadap 

layanan dasar dapat terpenuhi secara adil 

dan merata. 

c. kepuasan masyarakat 

  Menurut Atmaja (2018:51) kepuasan 

masyarakat dapat dipahami sebagai kondisi 

psikologi yang muncul ketika pengalaman 

mereka dalam menerima pelayanan sesuai 



atau bahkan melebihi harapan yang telah 

dibentuk sebelumnya. Secara konseptual, 

kepuasan masyarakat mencerminkan sejauh 

mana layanan publik mampu memenuhi 

ekspektasi warga. Apabila kualitas 

pelayanan dianggap sejalan dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka 

timbul perasaan puas. Sebaliknya, perbedaan 

besar antara harapan dan realitas layanan 

akan menghasilkan rasa tidak puas. 

 

E. METODE PENELITIAN 

   Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kuantitatif deskriptif. Populasi 

penelitian mencakup seluruh masyarakat 

Desa Kuapan yang berjumlah 3.858 jiwa. 

Sampel diambil sebanyak 60 responden 

yang diambil dari masyarakat yang sudah 

pernah melakukan pelayanan di Kantor Desa 

Kuapan menggunakan teknik accidental 

sampling. Data primer diperoleh melalui 

kusioner berbasis skala Guttman, serta 

observasi dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan statistik deskriptif 

sederhana menggunakan SPSS versi 26 

untuk menampilkan frekuensi dan 

persentase setiap indikator dalam lima 

dimensi kualitas pelayanan. 

 

F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 60 responden 

masyarakat Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2024, 

dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 

publik yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah desa secara umum tergolong 

baik. Hasil ini diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner yang dianalisis dengan mengacu 

pada lima indikator utama kualitas 

pelayanan publik menurut Zeithaml dan 

Berry dalam Adam (2015:11), yaitu bukti 

fisik (Tangible), keandalan (Reliability), 

ketanggapan (Responsiveness), jaminan 

(Assurance), dan empati (Empathy). 

Berdasarkan data yang diperoleh di 

lapangan, pelayanan publik di Desa Kuapan 

telah menunjukkan upaya nyata dalam 

mewujudkan tata kelola pelayanan yang 

efektif, efisien, dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 

  Pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur Desa Kuapan dinilai cukup 

baik karena mampu memberikan pelayanan 

yang relatif cepat, tepat, dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Masyarakat 

mengakui bahwa pelayanan administrasi 

kependudukan, pembuatan surat keterangan, 

serta layanan lain yang menjadi kewenangan 

pemerintah desa berjalan dengan lancar. Hal 

ini menunjukkan bahwa aparatur desa telah 

memahami tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil angket, mayoritas 

masyarakat merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan, baik dari aspek kecepatan 

pelayanan, sikap sopan petugas, maupun 

kemudahan dalam memperoleh informasi. 

  Namun demikian, hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari 

sisi fasilitas fisik atau tangible, masyarakat 

menilai bahwa kantor desa sudah cukup 

bersih dan tertata rapi, serta petugas 

pelayanan tampil dengan penampilan yang 

sopan dan rapi. Akan tetapi, sebagian 

masyarakat masih merasa kurang nyaman 

karena ruang tunggu yang tersedia masih 

terbatas, begitu juga dengan fasilitas 

pendukung seperti kursi, papan 

pengumuman, dan sarana informasi publik 

yang belum optimal. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa dimensi bukti fisik 

belum sepenuhnya memenuhi standar 

pelayanan publik sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan 

Publik, yang menekankan pentingnya 

ketersediaan sarana dan prasarana yang 



layak, mudah diakses, dan mencerminkan 

profesionalitas pelayanan. 

Dari segi keandalan atau reliability, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aparatur 

desa sudah cukup andal dalam memberikan 

pelayanan publik. Hal ini tercermin dari 

ketepatan waktu pelayanan, keakuratan data 

administrasi, serta kesesuaian antara janji 

pelayanan dengan hasil yang diterima 

masyarakat. Aparatur desa dinilai bekerja 

secara konsisten dan jarang melakukan 

kesalahan dalam proses pelayanan. 

Keandalan ini menjadi cerminan 

profesionalisme aparatur desa dalam 

melaksanakan tugasnya. Meski demikian, 

masih ada beberapa masyarakat yang 

mengeluhkan keterlambatan pelayanan pada 

saat jam sibuk atau ketika petugas yang 

bertugas tidak lengkap. Oleh karena itu, 

peningkatan sistem manajemen waktu dan 

pembagian kerja antarperangkat desa 

menjadi hal penting agar pelayanan publik 

dapat dilaksanakan dengan lebih optimal 

dan konsisten. 

  Dari sisi ketanggapan atau 

responsiveness, masyarakat menilai bahwa 

aparatur desa cukup tanggap dalam 

menanggapi berbagai kebutuhan dan 

keluhan masyarakat. Petugas pelayanan 

dianggap cepat memberikan respon dan 

bersedia membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah administrasi. 

Ketanggapan ini menunjukkan bahwa 

aparatur desa memiliki kesadaran untuk 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 

kepuasan masyarakat. Namun demikian, 

dalam beberapa kondisi, terutama saat 

volume pelayanan meningkat, ketanggapan 

pelayanan masih dirasakan menurun karena 

keterbatasan jumlah aparatur yang bertugas. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia serta penerapan sistem 

pelayanan berbasis teknologi perlu 

dilakukan agar tingkat ketanggapan dapat 

lebih konsisten. 

  Selanjutnya, pada dimensi jaminan 

atau assurance, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki 

tingkat kepercayaan yang cukup tinggi 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur desa. Petugas dinilai sopan, ramah, 

dan memiliki kemampuan yang cukup baik 

dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat 

merasa aman dan percaya bahwa dokumen 

yang diterbitkan oleh pemerintah desa 

memiliki keabsahan dan kejelasan hukum. 

Sikap profesional dan keterampilan petugas 

menjadi faktor penting yang membangun 

rasa aman dan kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. Walaupun 

demikian, perlu adanya peningkatan dalam 

aspek kepastian prosedural agar masyarakat 

lebih memahami hak dan kewajibannya 

dalam proses pelayanan. Pemerintah desa 

perlu memperjelas dan mensosialisasikan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan agar seluruh masyarakat 

memperoleh informasi yang transparan 

mengenai waktu, biaya, dan persyaratan 

pelayanan. 

 Sementara itu, dalam dimensi empati 

atau empathy, masyarakat menilai bahwa 

aparatur desa telah berupaya menunjukkan 

perhatian dan kepedulian terhadap 

kebutuhan warga. Petugas bersikap ramah, 

terbuka, dan bersedia membantu tanpa 

membeda-bedakan status sosial masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan juga disertai sikap 

menghargai dan memahami kondisi 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan publik di Desa Kuapan telah 

berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan 

yang menjadi dasar pelayanan prima. 

Meskipun demikian, sebagian masyarakat 

masih berharap agar perhatian aparatur desa 

dapat lebih merata kepada seluruh warga, 

terutama kepada masyarakat yang kurang 

aktif atau memiliki keterbatasan tertentu.  

 Dengan demikian, pelatihan 

komunikasi publik dan penguatan etika 

pelayanan bagi aparatur desa menjadi hal 



penting untuk terus meningkatkan aspek 

empati dalam pelayanan publik.Secara 

keseluruhan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

publik di Desa Kuapan Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar telah berjalan dengan 

baik dan memenuhi sebagian besar dimensi 

pelayanan publik yang ideal. Aparatur desa 

telah melaksanakan tugas pelayanan dengan 

penuh tanggung jawab, tanggap terhadap 

kebutuhan masyarakat, serta berusaha 

menciptakan suasana pelayanan yang 

nyaman dan transparan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan teori Zeithaml dan Berry 

dalam Adam (2015:11), yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan dapat diukur 

melalui lima dimensi utama, yaitu bukti 

fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan 

empati. 

 

G. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

publik di Desa Kuapan Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar Tahun 2024 secara 

umum berada dalam kategori baik. Aparatur 

desa telah melaksanakan pelayanan dengan 

cukup efektif dan efisien serta menunjukkan 

tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan 

yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

Kelima indikator utama kualitas pelayanan 

publik menurut Zeithaml dan Berry dalam 

Adam (2015:11) yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy 

telah terpenuhi dengan baik, meskipun 

masih perlu ditingkatkan. Dimensi bukti 

fisik menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan 

sudah cukup baik tetapi masih perlu 

pembenahan pada ruang tunggu dan sarana 

informasi. Dimensi keandalan menunjukkan 

pelayanan yang tepat waktu dan minim 

kesalahan, namun konsistensi pelayanan 

masih perlu ditingkatkan. Dimensi 

ketanggapan menunjukkan aparatur cukup 

sigap dalam merespons kebutuhan 

masyarakat, meski pada waktu tertentu 

masih ditemukan keterlambatan. Dimensi 

jaminan menunjukkan adanya rasa aman dan 

percaya masyarakat terhadap petugas, 

sedangkan dimensi empati memperlihatkan 

adanya sikap peduli aparatur terhadap 

kondisi masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik di Desa Kuapan telah 

menunjukkan kinerja yang baik, namun 

masih memerlukan peningkatan dari segi 

fasilitas fisik, sistem kerja, dan kualitas 

sumber daya manusia agar pelayanan publik 

dapat berjalan lebih optimal, profesional, 

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 

Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 

memiliki saran yang mencakup diantaranya: 

1. Pemerintah Desa Kuapan diharapkan 

dapat meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas sarana serta prasarana pelayanan 

publik, seperti penyedian ruang tunggu 

yang layak, penambahan perangkat 

computer dan printer, serta pembaruan 

papan informasi agar pelayanan publik 

dapat berlangsung lebih efektif dan 

nyaman bagi masyarakat. 

2. Aparatur Desa Kuapan perlu 

meningkatkan kehandalan (reliability) 

dalam memberikan pelayanan, terutama 

dalam hal ketepatan waktu, keakuratan 

data dan konsistensi prosedur pelayanan. 

Pengaturan sistem antrian dan jadwal 

pelayanan yang lebih terorganisir dapat 

menjadi solusi untuk mengurangi 

keterlambatan. 

3. Pemerintah Desa Kuapan diharapkan 

agar dapat meningkatkan aspek-aspek 

pelayanan yang lebih beorientasi pada 

kebutuhan masyarakat dan perlu 

meningkatkan evaluasi berkala terhadap 



kinerja aparatur desa dan agar 

memperkuat komunikasi dan keterbukaan 

informasi publik. Sehinggah masyarakat 

merasa lebih dihargai dan dilibatkan 

dalam proses pelayanan maupun 

pembangunan Desa Kuapan. 

4. Perangkat Desa Kuapan hendaknya lebih 

responsif terhadap keluhan masyarakat, 

peningkatan kapasitas aparatur melalui 

pelatihan ataupun bimbingan mengenai 

pelayanan publik, dan perlu 

menumbuhkan sikap pelayanan yang 

humanis terhadap masyarakat Desa 

Kuapan dalam melakukan pelayanan di 

Kantor Desa Kuapan. 
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